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ABSTRAK 

Efektif atau tidaknya suatu kebijakan bergantung pada peran masing-

masing stakeholders yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Hal 

tersebut juga berlaku dalam pemberian izin pembangunan rumah 

ibadah yang dalam beberapa hal kerap terjadi konflik antar 

stakeholders. Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Peraturan Wali 

Kota Bekasi No. 107 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin 

Pembangunan Rumah Ibadah. Namun, ternyata peraturan tersebut 

belum dilaksanakan maksimal oleh masing-masing stakeholders yang 

dibuktikan dengan kerap terjadi konflik terkait pembangunan rumah 

ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran 

stakeholders serta mengidentifikasi pemahaman para aktor terhadap 

peran yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan Badan 

Kesbangpol merupakan Context Setter dengan peran Policy Creator, 

Fasilitator, dan Koordinator. FKUB Kota Bekasi merupakan Key 

Players yang memiliki peran koordinator, fasilitator, dan implementer. 

Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan key Players yang 

memiliki peran Policy Creator, Fasilitator, dan Implementer. Badan 

Kessos Sekretariat Daerah kota Bekasi merupakan Context Setter 

dengan peran Fasilitator dan Implementer. Kecamatan merupakan 

Crowd dengan peran sebagai Fasilitator. Kelurahan merupakan Crowd 

dengan peran sebagai Fasilitator. Mengenai pemahaman terdapat dua 

faktor pendukung dalam pemberian izin pembangunan rumah ibadah di 

Kota Bekasi, yaitu nilai dan komunikasi. Sedangkan dua faktor 

penghambat lainnya adalah komunikasi dan juga sumber kebijakan.  

Kata kunci: peran stakeholders, kemerdekaan beragama dan 

berkeyakinan, kebijakan pendirian rumah ibadah
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ABSTRACT 

Whether or not an insurance policy is effective for each stakeholder 

contained in the policy. This is also appropriate in presenting permits 

for house construction where conflicts often occur between 

stakeholders. Bekasi City Government has drafted Bekasi Mayor 

Regulation No. 107 of 2019 concerning Procedures for Granting 

Permits to Build Houses of Worship. However, it turns out that these 

regulations have not been implemented maximally by each stakeholder 

as evidenced by the frequent conflicts related to the construction of 

places of worship. This study aims to analyze the role of stakeholders 

and identify the actors' understanding of the roles they play. The results 

showed that the Kesbangpol Agency is a Context Determinant with the 

Role of Policy Creators, Facilitators, and Coordinators. FKUB Bekasi 

City is a key player who has the role of coordinator, facilitator, and 

implementer. The Regional Office of the Ministry of Religion of Bekasi 

City is a key player who has the role of Policy Creator, Facilitator, and 

Implementer. The social welfare section Agency for the Regional 

Secretariat of Bekasi City is a Context Determinant with the role of 

Facilitator and Implementer. The District is a Crowd with the role of a 

Facilitator. Kelurahan is a Crowd with the role of a Facilitator. 

Regarding understanding, there are two supporting factors in granting 

permission to build houses of worship in Bekasi City, namely values 

and communication. Meanwhile, two other inhibiting factors are 

communication and also sources of policy. 

Key words: the role of stakeholders, freedom of religion and belief, 

policy of building houses of worship 
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